Abstrak

Persoalan pertambangan sebagai bagian dari sumber daya alam sesuai
amanat konstitusi dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran
rakyat yang sebesar-besarnya. Pengelolaan pertambangan ini pada era otonomi
daerah menjadi urusan pemerintahan Pusat dan Daerah secara tersendiri. Baik
Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki kewenangan untuk persoalan
pengelolaan pertambangan itu melalui upaya perizinan usaha pertambangan,
kasus-kasus terbengkalainya persoalan masyarakat terdampak pertambangan
menjadi rumit ketika aturan perundang-undangan dianggap tidak memuat
kewenangan pemerintah atau bahkan saling adanya tumpang tindih kewenangan.

Dengan fokus kajian pada ada dan tidaknya nilai-nilai kemaslahatan yang
ada pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang : 1. Bagaimana
mekanisme perizinan usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang
No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 2. Bagaimana
kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif maslahah
‘ammah?

Pada penelitian normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan
(library research) ini diketahui bahwa kewenangan perizinan usaha
pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara merupakan kewenangan atributif yang diamanatkan
langsung oleh undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Dalam
undang-undang ini disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh
Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam
suatu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu
Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh Menteri apabila
Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah Provinsi setelah
mendapaatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk perizinan
usaha pertambangan ini berdasarkan hukum administrasi Negara lebih dekat
dengan bentuk konsesi daripada izin itu sendiri.

Dalam perspektif teori maslahah ‘ammah, persoalan perizinan yang
berhubungan dengan penetapan wilayah usaha pertambangan, kurang menyeluruh
dan belum bisa memberikan kemaslahatan secara luas kepada masyarakat,
terlebih ketika terjadi persoalan antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha.
Padahal, wusaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan merupakan suatu
kewajiban Negara yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat
konstitusi yaitu dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip
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hukum Islam, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan. Suatu aturan perundang-
undangan suatu Negara haruslah mengandung nilai kemaslahatan, jika tidak
maka bisa dibatalkan.
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